
 
 
 

 
WALIKOTA SURABAYA 

SALINAN 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 83 TAHUN 2011     
 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  

NOMOR 75 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGENAAN  
SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  

KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2011  
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

WALIKOTA SURABAYA, 
 
 

Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 92 Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, telah ditetapkan 
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata 
Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 

 
  b.  bahwa Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2011 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang akan mulai berlaku 
pada tanggal 1 Januari 2012 bertujuan untuk memberikan 
pedoman mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif 
Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5                 
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 
sehingga diharapkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana 
telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang  Administrasi  Kependudukan dan Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan dapat dilaksanakan secara efektif, 
berdayaguna dan berhasilguna;   

 
  c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf b, diperlukan berbagai persiapan, kesiapan dan pemahaman 
tentang Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2011 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, baik di lingkungan 
Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat pada umumnya; 

 
  d. bahwa Pemerintah Kota Surabaya menilai masih diperlukan waktu 

yang lebih cukup untuk meningkatkan persiapan, kesiapan dan 
pemahaman tentang Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 
Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu 
dilakukan penundaan mulai berlakunya Peraturan Walikota 
dimaksud; 
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya 
Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi 
Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 
5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan. 

 
 

Mengingat :  1. Undang-Undang  Nomor 16  Tahun  1950   tentang  Pembentukan 
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa 
Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara  Tahun 1965  Nomor 19 Tambahan  Lembaran  
Negara  Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua 
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 4844); 

  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  tentang  Administrasi  

Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124  
Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 4674); 

 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

 
5.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593); 

 
6.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 
Nomor 694); 

 
7.  Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 4); 

 
8.  Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata 

Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2011 Nomor 120). 
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MEMUTUSKAN  : 
 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 75 TAHUN 2011 
TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF 
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 
5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN. 

 
 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 29 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 
2011 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2011 Nomor 120) diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 
 

Pasal 29 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2012. 
 

 
Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.                                    
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Surabaya. 

    
                     
                                                                                Ditetapkan di Surabaya 
                                                                                pada tanggal 30 Desember 2011 
 

WALIKOTA SURABAYA, 
 

ttd 
 

TRI RISMAHARINI 
Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 30 Desember 2011 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA 

SURABAYA, 
 

ttd 
 

SUKAMTO HADI 
 
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 129 
 

Salinan sesuai dengan ........................ 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Pemerintahan 
u.b 

Kepala Bagian Hukum, 
 
 
 

Moh. Suharto Wardoyo, SH. M. Hum. 
Pembina 

NIP. 19720831 199703 1 004 
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